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PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta telah menerapkan peraturan MLC 
2006 untuk menangani kesejahteraan pelautnya, khususnya dibidang kesehatan 
karena merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja pelaut selama 
diatas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kualifikasi 
kesehatan awak kapal berdasarkan MLC 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, 
Jakarta, untuk mengetahui kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak 
kapal berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) di PT. Berlian Laju 
Tanker Tbk, Jakarta, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. 
Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak 
kapal berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
menggambarkan dan menjelaskan obyek yang diteliti. Metode ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan kualifikasi kesehatan 
awak kapal berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan 
metode pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi kesehatan awak kapal 
yang diterapkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta adalah agen manning harus 
memberikan fasilitas pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis yang 
disyaratkan oleh pedoman STCW bagi crew kapal dan masa berlaku sertifikat 
medis hanya dua tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan dibawah 55 tahun, 
dan satu tahun untuk usia 55 tahun atau lebih. Kendala yang dihadapi PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal 
yaitu, masa berlaku sertifikat kesehatan yang mudah kadaluarsa (expired) dan 
pemeriksaan kesehatan pra laut harus dinyatakan laik kerja (fit to work) oleh 
dokter. Upaya yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam 
mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu, dengan melakukan pengecekan masa 
berlaku sertifikat kesehatan secara berkala oleh pihak divisi crew manning 
department dan memberikan fasilitas kesehatan kepada awak kapal. 
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PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta had applied the rule of Maritime 
Labour Convention ( MLC ) 2006 to protect their prosperity of the law, especially 
in health as it was the most important thing in supporting the work of the crew on 
board. The goal of this study is knowing the application of crew healthy 
qualification based on  MLC 2006 at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, in 
order to know the obtacles of the application of crew healthy qualification based 
on MLC 2006 at  PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, and to know the efforts 
had been done by PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta on applying crew healthy 
qualification based on MLC 2006. 
The researcher used qualitative descriptive method to describe and explain 
the object study. This method aimed to describe the crew health qualification 
clearly based on MLC 2006 at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta. The source 
of the data used in tis study is primary and secondary data. The technique of 
collecting data is observation, interview, documentation, and literary study. 
The result of the study showed that the ship crew health qualification 
applied at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta as manning agent that should 
give medical check up facilities to get medical health certificate that was 
requiered the STCW  rules for crew and the expired date the certificate was two 
year for the crew in the age of more 18 or under 55 and one year for the crew in 
the age 55 or more than that. There were some obtacle face by PT.Berlian Laju 
Tanker Tbk, Jakarta in the case of the crew healthy qualification that was, the 
expired date of healthy certificate and the healthy examination before shipping. 
Some efforts had been done by PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta in solving 
these problem such as, healthy certificate checking continually by manning crew 
department and giving healthy facilities to the crew. 
 








A. Latar Belakang 
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau 
(Lemhanas, 2001: 68). Oleh karenanya sarana pengangkutan melalui laut 
sangat dibutuhkan untuk menunjang  arus perdagangan dalam menjangkau 
wilayah antar pulau satu dengan lainnya melalui perairan baik nasional 
maupun internasional. Angkutan laut dipandang lebih ekonomis bila 
dibandingkan dengan transportasi darat maupun udara, karena transportasi 
laut mempunyai kapasitas muatan yang lebih banyak bila dibandingkan 
dengan kedua transportasi tersebut. 
Potensi dan peran transportasi laut belum sepenuhnya didukung oleh 
sistem keselamatan dan keamanan yang kondusif serta sarana dan prasarana 
yang memadai. Berbagai kendala timbul dalam upaya meningkatkan 
kualitas jangkauan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, termasuk 
mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa 
transportasi. Tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi 
disadari masih banyak yang harus dilakukan pemerintah. Oleh karena itu 
pemerintah melalui program kerjanya terus mengupayakan untuk memenuhi 
tingkat kekurangan, tingkat keandalan, keselamatan serta kepuasan 




kelaikan armada, kondisi teknis baik sarana maupun prasarana, manajemen 
operasional dan kualitas penegakkan hukum di bidang transportasi laut. Dari 
aspek regulasi Pemerintah telah menghasilkan UU Nomor 17 tahun 2008 
tentang Pelayaran yang merupakan payung hukum untuk melaksanakan 
program pembangunan transportasi laut untuk mengatasi masalah 
transportasi laut yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, 
angkutan multimoda, kenavigasian, dan menjamin kesejahteraan awak kapal 
atau crew kapal. 
Dalam upaya menjamin kesejahteraan awak kapal atau crew kapal, 
pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. 
Sebagai contoh adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
untuk menciptakan keharmonisan antara tenaga kerja dengan perusahaan 
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan salah satu 
pihak. Banyak perusahaan pelayaran di dunia menggunakan jasa tenaga 
kerja pelaut yang disebut dengan awak kapal atau crew kapal. Tujuan 
dibentuknya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain: 
1. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban kepada tenaga kerja. 
2. Memberikan jaminan kesehatan serta asuransi kepada tenaga kerja. 
3. Memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya. 
Tenaga kerja yang bekerja di kapal harus mendapatkan hak-hak dan 




umumnya. Hak-hak yang diterima mereka yang bekerja di atas kapal 
umumnya lebih banyak. Hal ini mengingat sifat khusus pekerjaan yang 
dilakukan relatif lebih berat.  
Awak kapal atau crew kapal adalah orang yang bekerja atau 
dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk 
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam 
buku sijil (UU RI No. 17/2008 tentang pelayaran).  
Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi awak kapal sesuai dengan Pasal 17 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain: 
1. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan 
 pelaut. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Memiliki buku pelaut 
(passport untuk yang bekerja di luar negeri). 
2. Sehat  jasmani  dan  rohani  berdasarkan  hasil  pemeriksaan kesehatan 
yang khusus dilakukan untuk itu sesuai MCU (Medical Chek Up). 
3. Disijil. 
4. Sudah menandatangani PKL (Perjanjian Kerja Laut). 
International Labour Organization (ILO) menyadari bahwa pelaut 
adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda 
dengan industri sektor lain. Para anggota ILO secara terus-menerus 
membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan pelaut melalui 
ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh seluruh anggota ILO. 
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam MLC (Maritime Labour Convention) 
yang merupakan regulasi internasional tentang tenaga kerja awak kapal. 
Maritime Labour Convention (MLC) adalah konvensi yang 
diselenggarakan oleh  ILO pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. MLC 2006 




dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara serta pemilik kapal 
untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Hal ini 
dilakukan karena pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu 
standar kerja yang berlaku secara internasional. MLC 2006 pada mulanya 
hanya bersifat anjuran untuk diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan 
dengan pekerjaan di dunia maritim. Pemerintah Republik Indonesia (RI) 
melalui Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyerahkan instrumen 
ratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) tahun 2006 kepada Direktur 
Jenderal ILO, Guy Ryder. Penyerahan instrument ini merupakan kewajiban 
bagi setiap anggota ILO yang sudah meratifikasi Konvensi ILO. Indonesia 
telah meratifikasi MLC melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pemenuhan Hak Dasar Pelaut yang disahkan Presiden Joko Widodo 
pada 6 Oktober 2016 lalu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada 
pelaut terkait dengan pemenuhan hak dasar, antara lain upah, syarat kerja, 
termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan 
kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan dan pengawasan.  
PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta telah menerapkan peraturan 
MLC 2006 untuk menangani kesejahteraan pelautnya, khususnya di bidang 
kesehatan karena merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang 
kinerja pelaut selama di atas kapal. Dalam penerapannya terdapat beberapa 
kendala, seperti yang gagal tes karena memang kondisi badannya ada suatu 




putih yang tinggi. Selain itu keterlambatan penerbitan Sertifikat MCU 
menyebabkan awak kapal yang sudah dijadwalkan untuk on board tertunda. 
Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 1 tahun 2018 pasal 2 tentang pemeriksaan kesehatan 
pelaut, yang menyebutkan bahwa: 
1. Setiap Pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang 
berlaku secara internasional. 
2. Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pemeriksaan kesehatan. 
3. Selain Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada 
siswa Pelaut. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul skripsi 
“Penerapan Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan Maritime 
Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, 
Jakarta”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan 
Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker 
Tbk, Jakarta? 
2. Apa saja kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal 
berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta? 
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta 
dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan 




C. Tujuan Penelitian 
Terdapat 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal 
berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta. 
2. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan 
awak kapal berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di 
PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker 
Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal 
berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 
D. Manfaat Penelitian 
 Terdapat 2 (dua) manfaat terhadap penelitian ini, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi taruna di Politeknik Ilmu 
Pelayaran (PIP) Semarang mengenai penerapan kualifikasi kesehatan 
awak kapal di perusahaan pelayaran berdasarkan regulasi Maritime 
Labour Convention (MLC) beserta permasalahan yang dihadapinya. 
b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan guna dijadikan bahan 
acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat menghasilkan 




2. Manfaat praktis:  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan positif dan 
sebagai alternatif  solusi dari masalah yang dihadapi PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam penerapan kualifikasi kesehatan 
awak kapal. 
b. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi PT. 
Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi 
kesehatan awak kapal. 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan  memuat susunan tata hubungan bagian yang 
satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika 
penulisan dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam 
masing-masing bagian. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 
lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, 
sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemika penulisan. 
Latar belakang berisi tentang kondisi nyata, kondisi seharusnya 
yang terjadi, penjelasan tentang kesenjangan antara kondisi nyata 




diuraikan pokok pikiran beserta data pendukung judul yang akan 
dipilih. Perumusan masalah adalah uraian masalah yang diteliti. 
Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai melalui 
kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian berisi uraian tentang 
manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika 
Penulisan berisi susunan bagian penelitian dimana satu dengan 
bagian penilitian yang lain dalam satu runtutan pikir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pikir 
penelitian. Tinjauan pustaka memuat tentang teori-teori yang 
relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang 
akan diteliti dan sebagai dasar untuk  memberi jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang diajukan.  Kerangka pemikiran 
merupakan pemaparan penelitian kerangka berfikir secara 
kronologis dalam menjawab atau menyelesaikan pokok 
permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan 
konsep. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini  membahas metode penelitian yang dipergunakan 
peneliti dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi 





BAB IV  ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan data-data yang diambil dari lapangan 
berdasarkan survei dan analisis data yang didapatkan pada waktu 
peneliti melaksanakan praktek darat pada PT. Berlian Laju  
Tanker Tbk, Jakarta. Analisis hasil penelitian berisi tentang 
penyebab timbulnya masalah yang ditemukan dan dari hasil 
analisa data tersebut peneliti mencari hubungan antara hal yang 
satu dengan hal yang lain. Pembahasan masalah berisi tentang 
penyelesaian dari permasalahan dan pembahasannya. Dengan 
pembahasan ini, permasalahan akan terpecahkan dan dapat 
diambil kesimpulan. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah 
yang telah dibuat berdasarkan hasil pembahasan mengenai topik 









A. Tinjauan Pustaka 
1. Awak Kapal atau Crew Kapal 
Menurut Djoko Triyanto (2005:38), dalam bukunya “Bekerja Di 
Kapal”, crew kapal atau awak kapal adalah semua orang yang berada dan 
bekerja diatas kapal, baik sebagai perwira bawahan (kelasi) atau 
supercargo yang tercantum dalam sijil dan telah menandatangani 
perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran. Tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan dikapal dapat menduduki posisi sebagai berikut: 
a. Perwira umum. 
b. Perwira dinas geladak. 
c. Perwira dinas mesin. 
d. Perwira dinas radio. 
e. Perwira dinas perbekalan. 
f. Pelaut rendahan umum. 
g. Pelaut dinas geladak. 
h. Pelaut dinas mesin. 
i. Pelaut dinas perbekalan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, 
awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh 
pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai 
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Setiap Awak Kapal 
berhak mendapatkan kesejahteraan, meliputi: 
a. Gaji. 
b. Jam kerja dan jam istirahat. 
c. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat 
asal. 





e. Kesempatan mengembangkan karier. 
f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman. 
g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi 
kecelakaan kerja. 
Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai 
awak kapal sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000, 
antara lain: 
a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Ketrampilan 
Pelaut. Jenis sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas pembagian 
tugas yang diperlukan di kapal. Sertifikat keahlian pelaut adalah 
dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan 
oleh Menteri atau yang diberi kewenagan oleh Menteri. 
b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun. Pelaut muda 
atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun dan 
dipekerjakan sebagai apapun diatas kapal tidak diperbolehkan untuk : 
1) Dipekerjakan melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 jam 
seminggu. 
2) Dipekerjakan pada waktu istirahat karena adanya pelaksanaan 
tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan 
termasuk latihan-latihan di kapal atau untuk memberikan 
pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran 
tidak dihitung lembur. 
c. Sehat jasmani dan rohani berdasarakan hasil pemeriksaan kesehatan 
yang khusus.  
d. Disijil, yaitu dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang bekerja 
di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang 
disahkan oleh Syahbandar. 
 
2. Maritime Labour Convention (MLC) 2006 
 Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah konvensi yang 
diselenggarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 
2006 di Genewa, Swiss. MLC 2006 bertujuan untuk  memastikan hak-hak 
para pelaut di seluruh dunia dilindungi  dan memberikan standar pedoman 
bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja 




negara sehingga perlu diatur suatu standar bekerja yang berlaku secara 
internasional. MLC 2006 pada mulanya hanya bersifat anjuran  untuk 
diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di dunia 
maritim. Namun sejak 20 Agustus 2013, standar MLC 2006 diwajibkan 
untuk diterapkan.  
Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) telah diratifikasi oleh 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan MLC 2006 atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan 
Maritim 2006 pada 6 Oktober 2016. Indonesia sebagai negara anggota 
International Maritime Organization (IMO) dan juga International Labour 
Organization (ILO), wajib memberlakukan secara penuh ketentuan-
ketentuan dalam MLC 2006 dalam rangka memberikan perlindungan 
kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar. 
Terdapat 5 tema pembahasan dalam MLC 2006 yaitu: 
a. Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal. 
Pembahasan ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus 
dipenuhi oleh seorang pelaut, seperti persyaratan usia, persyaratan 
kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi, keahlian, dan training 
serta persyaratan rekrutmen dan penempatan sebagai berikut: 
1) Usia minimal pelaut. 
Usia minimal adalah 16 tahun tetapi untuk kerja malam atau area 




2) Kondisi kesehatan.  
Pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) 
yang diakui oleh negara bersangkutan. 
3) Pelatihan. 
Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan 
pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan 
training keselematan diri (Personal Safety Training). 
4) Rekutmen atau penempatan pelaut harus dilakukan dengan 
menjalankan prosedur penempatan dan pendaftaran  yang baik, 
adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses 
rekrutmen gagal. 
b. Kondisi kerja. 
Hal ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut 
selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak 
cuti, pemulangan ke negara asal, dan sebagainya. 
1) Kontrak kerja. 
Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat. 
2) Gaji. 
Gaji pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan 
harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan. 




Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara 
 yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari 
atau 72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 
jam dalam sehari atau 77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, 
waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode 
dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara 
berurutan dalam satu dari dua periode. 
4) Cuti. 
Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan. 
5) Pemulangan. 
Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis. 
6) Kandas atau hilang. 
Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon 
7) Karir. 
Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas. 
c. Akomodasi, fasilitas rekreasi, makan, dan catering. 
Pembahasan ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan 
makan, akomodasi dan fasilitas yang wajib diberikan kepada para 
pelaut. 
1) Akomodasi. 
Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus 




2) Makan dan Catering. 
Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti 
negara sesuai bendera kapal (Flag State). 
d. Perlindungan dan perawatan kesehatan,  kesejahteraan, dan 
perlindungan keamanan sosial. 
1) Perawatan medis di kapal dan di darat. 
Pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di 
kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan  yang 
sama dengan yang ada di darat. 
2) Kewajiban pemilik kapal. 
Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, 
cidera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan 
mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 
minggu semenjak mulai sakit. 
3) Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. 
Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama 
bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat kemanan untuk 
identifikasi bahaya dan pengendalian resiko harus dilakukan 
untuk mencegah kecelakaan kerja. 
4) Akses ke fasilitas di daratan. 
Port states harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan 




terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, 
agama dan pandangan politik. 
5) Kemanan sosial. 
Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut. 
e. Penerapan dan Pelaksanaan 
Penerapan dan pelaksanaan aturan MLC 2006 di negara manapun 
kapal beroperasi, maka kapal tersebut bertanggung jawab memastikan 
penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap 
kapal harus dilengkapi Certificate of Maritime Compliance (sertifikat 
kepatuhan maritim). Sertifikat ini merupakan perjanjian antara pihak 
kapal dengan negara yang bersangkutan untuk mentaati seluruh aturan 
yang ada. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan 
untuk semua awak kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang 
terjadi. Port States (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan 
inspeksi berdasarkan Certificate of Maritime Compliance. Bila 
sertifikat telah dimiliki dan bendera kapal berasal dari negara yang 
telah meratifikasi MLC 2006, maka investigasi hanya dilakukan 
sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan.  
3. Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan MLC. 
Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris 




person (Manser, 1995: 337). Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan 
lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk 
melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu (Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 603). Menurut Ningrum, 
kualifikasi berarti persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan 
kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 
Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 
Menurut World Health Organization (WHO, 2015), Kesehatan adalah 
suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak 
hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut Undang-Undang No. 
18 tahun 2014, kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seseorang 
individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial 
sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi 
tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontibusi 
untuk komunitasnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk 
melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan 
serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Crew sebelum 
mulai bekerja di atas kapal harus melakukan Medical Chek Up (MCU) 




bahwa seluruh awak kapal sehat secara medis dalam melaksanakan tugas 
mereka di laut.  
Dari Konvensi Internasional mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, 
dan Tugas Jaga Awak kapal Tahun 2010 sesuai amandemen (STCW), 
sertifikat medis yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan STCW wajib 
diterima oleh otoritas yang berwenang. Kualifikasi kesehatan awak kapal 
atau crew kapal adalah persyaratan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 
bagi calon crew yang akan on board sesuai dengan yang telah ditentukan 
dalam regulasi Maritime Labour Convention 2006 tentang pemeriksaan 
kesehatan, bahwa perusahaan dalam hubungannya dengan agen manning 
harus melakukan pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis 
yang disyaratkan oleh pedoman STCW bagi crew kapal. Pemeriksaan 
medis harus dilakukan oleh praktisi medis yang terdiri atas dokter yang 
memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, 
ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai 
kebutuhan. Setiap sertifikat medis wajib menyatakan secara khusus bahwa: 
a. Pendengaran dan pengelihatan awak kapal semuanya harus dalam 
keadaan baik. Pengecekan pengelihatan dengan menggunakan tes buta 
warna atau tes visi warna. 
b. Awak kapal yang bersangkutan harus dinyatakan sehat bekerja (fit to 
work) dan tidak menderita kondisi medis yang buruk akibat bekerja di 
laut sehingga menjadi tidak layak untuk melakukan pekerjaan (unfit to 




Sertifikat medis wajib berlaku untuk jangka waktu maksimum 2 tahun 
kecuali awak kapal berusia di bawah 18 tahun, dimana waktu berlaku 
maksimum selama 1 tahun dan sertifikasi visi warna wajib berlaku untuk 
jangka waktu maksimum 6 tahun. 
Untuk menindaklanjuti ratifikasi MLC 2006 serta terselenggaranya 
pelayanan kesehatan pelaut, perlu disusun pedoman penyelengaraan 
pemeriksaan kesehatan pelaut sebagai acuan bagi lintas program dan lintas 
sektor terkait. Pemeriksaan kesehatan pelaut dilaksanakan pada fasilitas 
pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut berupa:  
a. Klinik utama atau rumah sakit  yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Balai kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan 
pelayaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang transportasi. 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 
tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut, pasal 2 berisi:  
a. Setiap pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan 
yang berlaku secara internasional. 
b. Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(a) dilakukan pemeriksaan kesehatan. 
c. Selain pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (a), pemeriksaan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) juga dilakukan kepada 
siswa pelaut. 
 
Pasal 8 tentang tata cara pemeriksaan, berisi: 
a. Permohonan pemeriksaan kesehatan pelaut diajukan oleh perusahaan, 
pemberi kerja, pelaut atau calon pelaut yang bersangkutan kepada 




disertai kelengkapan administratif dan keterangan yang menjelaskan 
maksud keperluan. 
b. Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (a) 
meliputi: 
1) Kartu tanda pengenal. 
2) Buku pelaut, bila yang bersangkutan berstatus pelaut. 
3) Kartu pemeriksaan kesehatan/kartu berobat. 
4) Hasil pemeriksaan terdahulu, bila yang bersangkutan pernah 
mengalami pemeriksaan sebelumnya. 
 
Pasal 12 tentang tata cara pemeriksaan, berisi: 
a. Hasil pemeriksaan kesehatan pelaut berupa kesimpulan sehat atau 
tidak sehat untuk bekerja di kapal sebagai awak kapal yang terdiri atas 
laik kerja (fit to work) atau tidak laik kerja (unfit to work). 
b. Hasil pemeriksaan kesehatan pelaut yang menyatakan laik kerja (fit to 
work) atau tidak laik kerja (unfit to work) harus dikeluarkan paling 
lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. 
 
B. Kerangka Pikir Penelitian 
Dalam penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal terdapat beberapa 
kendala yang dapat mengakibatkan kerugian untuk perusahaan sehingga 
perlu dilakukan analisis guna meminimalisir resiko yang ada. Untuk 
mempermudah pembahasan mengenai penerapan kualifikasi kesehatan 
awak kapal di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, maka dibuat kerangka 
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Dari hasil penelitian di lapangan serta uraian pembahasan mengenai 
penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan Maritime Labour 
Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan Maritime Labour 
Convention (MLC) 2006 yang di terapkan pada PT. Berlian Laju 
Tanker Tbk, Jakarta adalah bahwa agen manning harus memberikan 
fasilitas pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis yang 
disyaratkan oleh pedoman STCW bagi crew kapal. Pemeriksaan 
medis harus dilakukan oleh praktisi medis. Sertifikat medis masa 
berlakunya hanya dua tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan 
dibawah 55 tahun, dan satu tahun untuk usia pelaut 55 tahun atau 
lebih. Setiap sertifikat medis wajib menyatakan secara khusus bahwa: 
a. Pendengaran dan pengelihatan awak kapal semuanya harus dalam 
keadaan baik. 
b. Awak kapal yang bersangkutan harus dinyatakan sehat bekerja (fit 
to work) dan tidak menderita kondisi medis yang buruk akibat 
bekerja di laut sehingga menjadi tidak layak untuk melakukan 
pekerjaan (unfit to work) atau dapat membahayakan kesehatan 




2. Kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal 
berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian 
Laju Tanker Tbk, Jakarta, sebagai berikut: 
a. Masa berlaku sertifikat kesehatan yang mudah kadaluarsa 
(expired). 
b. Pemeriksaan kesehatan pra laut harus dinyatakan laik kerja (fit to 
work) oleh dokter, sedangkan kondisi calon awak kapal di PT. 
Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta sebagian ada yang dinyatakan 
tidak laik kerja (unfit work). 
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta 
dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan 
Maritime Labour Convention (MLC) 2006, sebagai berikut: 
a. Melakukan pengecekan masa berlaku sertifikat kesehatan secara 
berkala oleh pihak divisi crew manning departement dikarenakan 
masa berlaku sertifikat kesehatan mudah kadaluarsa (expired). 
b. Memberikan fasilitas kesehatan kepada awak kapal agar awak 
kapal yang dinyatakan unfit work diberikan penanganan yang tepat 
oleh dokter. 
B. Saran 
1. Pihak PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta hendaknya memberikan 
penjelasan kepada awak kapal mengenai pentingnya pemeriksaan 
kesehatan, karena hasil pemeriksaan kesehatan tersebut digunakan 




2. Pihak Crew Manning and Management hendaknya memberikan 
training kesehatan dengan mendatangkan dokter ahli ke perusahaan 
agar crew kapal lebih memperhatikan kesehatan mereka pada saat 
bekerja diatas kapal. 
3. Sebaiknya para awak kapal harus selalu menjaga pola makan, olahraga 
rutin, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan hindari drug and 
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 Wawancara yang peneliti lakukan mengenai penerapan kualifikasi kesehatan awak 
kapal di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta. 
A. Wawancara dengan responden I: 
Narasumber  : Bapak Dimas Putro  (Perwakilan di Manning Departement) 
Jabatan   : Manning Staff 
1. Bagaimana penerapan kesehatan awak kapal berdasarkan MLC 2006 di perusahaan 
ini? 
Jawab: Perusahaan sendiri mengacu pada aturan MLC 2006 dimana wajib 
memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam MLC 2006 dalam rangka 
memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan 
pemenuhan hak dasar. Kami selaku pihak yang bertanggungjawab atas 
kesejahteraan awak kapal memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan sehingga 
pelaut yang bekerja di kapal-kapal kita harus dinyatakan fit to work secara medis.”.  
2. Apa kewenangan crew manning departement terhadap kualifikasi kesehatan pelaut 
di perusahaan ini? 
Jawab: Manning departement merupakan bagian dari Crew manning & 
Management salah satunya mempunyai kewenangan untuk menyediakan fasilitas 
pemeriksaan kesehatan. Perusahaan sendiri telah bekerja sama dengan KJM 
sebagai tempat pelaksana pemeriksaan kesehatan awak kapal.  Awak kapal yang 
sudah direncanakan untuk on board kita arahkan untuk melakukan medical chek up 
terlebih dahulu di KJM, dan disana akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan MLC 2006.  
3. Apakah peraturan MLC 2006 yang diterapkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, 
Jakarta sudah sesuai dengan pelaksanaannya? 
 
 
Jawab: Dalam crew manning departement telah menerapkan standar yang 
diberlakukan oleh MLC 2006 yang dilatarbelakangi oleh ILO yang menyadari 
pelaut mempunyai sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri lain agar hak-hak 
yang seharusnya mereka terima dapat terpenuhi. Dalam peraturan MLC salah 
satunya yaitu masalah kesehatan. Pihak perusahaan sendiri sudah memberikan 
pemeriksaan kesehatan pada awak kapal sebelum mereka on board sehingga ketika 
mereka sudah bekerja diatas kapal mereka mempunyai catatan fit to work. 
4. Bagaimana proses kualifikasi kesehatan awak kapal di perusahaan ini? 
Jawab: Kurang lebih satu minggu sebelum on board  awak kapal diwajibkan untuk 
melakukan tes kesehatan atau medical chek up terlebih dahulu, prosesnya dari 
pihak kantor memberitahukan kepada awak kapal mengenai tempat  dan waktu 
pelaksanaannya bisa via e-mail atau via telepon. Di KJM awak kapal melakukan 
registrasi dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan MLC 2006, hasil 
pemeriksaan  akan dikirimkan ke kantor berupa fit to work atau unfit to work. Jika 
hasilnya fit to work  maka awak kapal tersebut bisa on board sesuai rolling crew 
plan yang sudah dibuat, jika hasilnya unfit to work maka awak kapal tersebut diberi 
kesempatan untuk memulihkan kondisi badan sesuai dengan saran dokter. 
5. Apa saja jenis pemeriksaan kesehatan awak kapal? 
Jawab: Jenis pemeriksaan kesehatan awak kapal yaitu:  tes buta warna (visi warna), 
tes ECG atau rekam jantung, tes pendengaran (audio metry test) sesuai standart 
STCW A-I/9, rontgen (x-ray), tes mata sesuai standart STCW A-I/9, pemeriksaan 
gigi, tes urine, tes alkohol, tes darah, dan pemeriksaan dokter umum seperti: tes 
tensi (tekanan darah tinggi), berat badan, tinggi badan dan wawancara umum. 
 
6. Adakah kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal? 
 
 
Jawab: Ada beberapa kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal, 
antara lain keterlambatan penerbitan sertifikat MCU karena ada hasil MCU yang 
dinyatakan unfit to work sehingga awak kapal yang sudah dijadwalkan untuk on 
board tertunda dan ada beberapa awak kapal yang gagal tes kesehatan karena 
memang kondisi badannya ada suatu penyakit seperti tensi tinggi, kolesterol tinggi, 
asam urat dan lain sebagainya.  
B. Wawancara dengan responden II: 
Narasumber  : Riston Eduardo Manik 
Jabatan   : 4/Engineer 
1. Sebelum bapak on board, apakah bapak pernah melakukan pemeriksaan 
kesehatan? 
Jawab: Ya, saya sebelum on board melakukan pemeriksaan kesehatan  terlebih 
dahulu sesuai ketentuan dari perusahaan. 
2. Menurut bapak, bagaimana proses pemeriksaan kesehatan? 
Jawab: Biasanya ada pemberitahuan dari kantor untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan, sebelumnya pihak kantor memberikan informasi waktu dan tempat 
pemeriksaan, kemudian memberikan himbauan untuk berpuasa 8 jam sebelum 
melakukan medical chek up, serta awak kapal yang akan melakukan pemeriksaan 
harus membawa beberapa dokumen seperti: KTP atau identitas pelaut sebagai 
bukti, sertifikat hasil pemeriksaan psikologi (tidak diharuskan), buku pelaut, kartu 
berobat, dan hasil pemeriksaan sebelumnya kalau sudah pernah melakukan medical 
chek up. Pada waktu yang telah ditentukan saya datang langsung ketempat 
pemeriksaan (KJM yang sudah bekerjasama dengan perusahaan). Sebelum 
melakukan tes saya melakukan registrasi di adminstrasi, diberi pertanyaan saya 
dari perusahaan mana, mengisi form data pribadi, riwayat hidup keluarga, dan chek 
 
 
list kesehatan serta mencantumkan riwayat penyakit yang pernah diderita, setelah 
itu dilakukan beberapa tes kesehatan yang dilakukan oleh dokter, kemudian 
hasilnya langsung diberitahukan berupa fit to work atau unfit to work. Jika unfit to 
work langsung dirujuk ke dokter spesialis sesuai penyakit yang diderita atau diberi 
obat oleh dokter karena memang dari pihak kantor sendiri mewajibkan awak 
kapalnya harus berstatus fit to work. Adapun hasil medical chek up tersebut berupa 
dokumen yang nantinya akan dikirim oleh KJM langsung ke Perusahaan. 
3. Apa saja tes kesehatan yang dilaksanakan? 
Jawab: Ketika saya melakukan medical chek up ada beberapa tes kesehatan atau 
pemeriksaan kesehatan yaitu: tes buta warna (visi warna), tes ECG atau rekam 
jantung, tes pendengaran (audio metry test), rontgen (x-ray), tes mata, pemeriksaan 
gigi, tes urine, tes alkohol, tes darah, dan pemeriksaan dokter umum seperti: tes 
tensi (tekanan darah tinggi), berat badan, tinggi badan dan wawancara umum. 
4. Sudah berapa kali bapak melakukan medical chek up di perusahan ini? Apakah 
bapak pernah mengalami kendala pada saat melakukan medical chek up? 
Jawab: Sudah 3 kali saya melakukan medical chek up dan saya tidak pernah 
mengalami kendala karena hasil  medical chek up  dinyatakan fit to work. 
5. Menurut bapak, adakah kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak 
kapal sesuai MLC 2006? 
Jawab: Mengenai kendala ada beberapa kententuan sertifikat kesehatan wajib bagi 
pelaut yang disyaratkan oleh STCW yang dimuat dalam Maritime Labour 
Convention (MLC) 2006 tentang pemeriksaan kesehatan yang disebut dengan 
MCU masa berlakunya hanya 2 tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan 
dibawah 55 tahun serta 1 tahun untuk usia pelaut 55 tahun atau lebih. Hal ini cukup 
memberatkan bagi pelaut, dikarenakan masa berlaku sertifikat yang hanya sebentar 
 
 
sementara kontrak kerja oleh perusahaan tidak menentu (sesuai kontrak kerja yang 
ditetapkan  oleh perusahaan dan terkadang masa kontrak diperpanjang) dan waktu 
kapal untuk sandar di pelabuhan tidak lama, sehingga crew kapal yang memiliki 
usia diatas 55 tahun sertifikat kesehatan mudah kadaluarsa (expire) karena 
sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun, sementara kontrak kerja diperpanjang 
oleh perusahaan. 
C. Wawancara dengan responden III: 
Narasumber  : Muhammad Wiranto Syamsuddin 
Jabatan   : Deck Cadet 
1. Apakah anda pernah melakukan medical chek up di perusahaan ini?  
Jawab: Ya, saya pernah melakukan medical chek up sebelum on board sesuai 
ketentuan perusahaan sekaligus menjadi pengalaman pertama saya melakukan 
medical chek up di perusahaan ini. 
2. Apa saja tes kesehatan yang dilaksanakan? 
Jawab: Tes secara umum seperti: pemeriksaan gigi, tes urine, tes darah, tes alkohol, 
tes mata, tes pendengaran, tensi, tinggi badan, dan berat badan, tes ECG atau 
rekam jantung, rontgen (x-ray), dan lain sebagainya. 
3. Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan yang pernah anda alami diperusahaan 
ini? 
Jawab: Dari pihak kantor sendiri menghubungi saya bahwa 1 minggu lagi saya 
akan on board, lalu sesuai arahan dari kantor untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan di KJM terlebih dahulu, dari pihak kantor sendiri menghimbau sebelum 
tes kesehatan harus berpuasa kurang lebih 8 jam dan membawa KTP atau identitas 
pelaut dan buku pelaut. Pada saat di KJM kemudian saya mengisi data administrasi 
kemudian melakukan pemeriksaan dan tinggal menunggu hasilnya. 
 
 
4. Apa ada kendala yang pernah anda alami pada saat melaksanakan pemeriksaan 
kesehatan? 
Jawab: Saya mempunyai kendala mengenai hasil pemeriksaan yang tidak sesuai 
dengan MLC 2006, dokter menyatakan unfit to work lalu menyarankan untuk 
meminum obat kurang lebih selama 3 hari untuk proses penyembuhan, kemudian 
melakukan pemeriksaan kesehatan ulang. Ketika hasil pemeriksaan saya sudah 
sesuai ketentuan MLC 2006 dan dinyatakan fit to work maka hasil tersebut akan di 
kirim ke perusahaan. 




















